SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT PADUKUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodasi dinamika yang terjadi
dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada Kalurahan
program pemberdayaan berbasis masyarakat padukuhan,
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor
20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat
Padukuhan, perlu dilakukan penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun
2021 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan

Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang

pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara

Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
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3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah
Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 59);



7.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman
Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1261);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82
Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);



Menetapkan

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang

Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program
Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN BERBASIS MASYARAKAT
PADUKUHAN.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021

tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan

Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2021 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Pemerintah Kalurahan harus segera merealisasikan pembelanjaan dan

kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP setelah menerima dana transfer

dalam Rekening Kas Kalurahan.

(2) Kegiatan yang dibiayai dari Bantuan Keuangan PPBMP harus selesai

dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran

berjalan.

(3) Pemerintah Kalurahan yang tidak dapat melaksanakan kegiatan

Bantuan Keuangan PPBMP disebabkan suatu alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan, dapat mengubah kegiatan sepanjang sesuai

dengan

ruang lingkup kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(4) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan

berdasarkan musyawarah Padukuhan dan dituangkan dalam Berita

Acara.



(5) Berita Acara Musyawarah Padukuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilaporkan oleh Dukuh kepada Lurah sebagai dasar perubahan
kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP pada perubahan APBKalurahan

(6) Perubahan APBKalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Kalurahan.

(7) Dalam hal Pemerintah Kalurahan tidak dapat melaksanakan atau
menyelesaikan kegiatan Bantuan Keuangan PPBMP pada tahun
anggaran berjalan, Bantuan Keuangan PPBMP vyang belum
dilaksanakan harus dikembalikan ke Kas Daerah pada tahun anggaran
berikutnya.

(8) Ketentuan lebih lanjut mekanisme pengembalian Bantuan Keuangan
PPBMP ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur oleh
Kepala Dinas PMK.

2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19
(1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan PPBMP
terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBKalurahan.
(2) Pemerintah Kalurahan wajib mengirim Laporan Pertanggungjawaban
(LPJ) Bantuan Keuangan PPBMP kepada Panewu paling lambat tanggal
31 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
(3) Panewu melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Bantuan Keuangan PPBMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
diteruskan kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMK dengan tembusan
Kepala BPKPAD paling lambat tanggal 28 Februari tahun anggaran
berikutnya.
(4) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan
PPBMP terdiri atas:
a.surat LPJ dari Pemerintah Kalurahan yang ditandatangani oleh
Lurah;

b. laporan pelaksanaan kegiatan yang dibuat dan ditandatangani oleh
Pelaksana Kegiatan Anggaran dan TPK-Kalurahan;

c. Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Jasa dari TPK-

Kalurahan kepada masyarakat Padukuhan.



Pasal 11
(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, beberapa penyebutan dalam

Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan

Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat

Padukuhan :

a. Semua penyebutan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya
disebut Dinas PPKBPMD, dimaknai menjadi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disebut Dinas PMK; dan

b. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD,
dimaknai menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Juni 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 47



